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l. UMUM

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka
memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk
mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin
pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui
penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan
dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, pada
tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan
Nomor 85/PUU-X1/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua
terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
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Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan
tidak mempunyai kekuatan hukum serta untuk menghindari terjadinya
kekosongan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan
berlaku kembali. Sehubungan dengan dibatalkannya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka sebagai
konsekuensinya adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk
diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk itu, perlu
dibentuk pengaturan yang baru mengenai Sistem Penyediaan Air Minum
yang materi muatannya menyesuaikan dengan prinsip Pengelolaan
Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam
pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa “sebagai kelanjutan hak
menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat
menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang
diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah”. Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh
badan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu
dan ketat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem
Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan
penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha
swasta. Dengan demikian, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan
dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa
Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan
BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau
kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMN dan BUMD
tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan
membentuk UPT atau UPTD untuk melayani wilayah atau kawasan yang
tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu
wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD
maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaran SPAM
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untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan
Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.

Penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan BUMD dapat bekerjasama
dengan badan usaha swasta apabila BUMN atau BUMD tidak mampu
membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM. Kerjasama antara BUMN
dan BUMD dengan badan usaha swasta dalam Penyelenggaraan SPAM
tersebut hanya dapat dilakukan dengan prinsip dan bentuk kerjasama
tertentu. Prinsip tertentu, yaitu Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh
BUMN atau BUMD dan kerjasama dalam Penyelenggaraan SPAM
mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Bentuk kerjasama
tertentu, yaitu: investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan
SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi; investasi unit distribusi
yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang
bersangkutan; dan/atau investasi teknologi pengoperasian dan
pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang
efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian,
keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan Kkeserasian,
keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, dan
akuntabilitas. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM
diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air
secara berkelanjutan. Asas keseimbangan mengandung pengertian
keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi
ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada
masyarakat golongan rendah (miskin). Asas kemanfaatan umum
mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan
efisien. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa
SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk
berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang
dinamis. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan
secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air
sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Asas kemandirian
mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan
kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat

dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat
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pelayanan. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian
bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggunggugatkan.

Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan
pengelolaan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan
dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib
memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh
Menteri. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan,
dan perluasan. Sedangkan pengelolaan meliputi operasi dan
pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan
penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan
menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan
sanitasi meliputi penyelenggaraan SPAL dan pengelolaan sampah.

Pembinaan dan Pengawasan oleh negara terhadap penyelenggaraan
SPAM bersifat mutlak. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM
untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
bagi masyarakat. Menteri melakukan pembinaan terhadap Pemerintah
Daerah serta Pembinaan terhadap BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok
Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang
melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Menteri,
gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu memenuhi Kinerja yang
ditetapkan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan
sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM.

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Menteri,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri
melakukan pengawasan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh
BUMN dan UPT. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap
Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD, UPTD, dan Kelompok
Masyarakat. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Menteri,
gubernur, dan bupati/walikota dilaksanakan dengan melibatkan

partisipasi masyarakat.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Sistem pemompaan” adalah mencakup
seperangkat/beberapa peralatan pompa dan kelengkapannya
yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu

totalitas mekanisme dalam pengambilan air baku.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keperluan konservasi”
adalah bahwa penggunaan air tanah untuk air baku tidak
dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam
mengisinya kembali (natural recharge).

Yang dimaksud dengan “memperhatikan pencegahan kerusakan
lingkungan” adalah bahwa dalam hal keadaan yang memaksa,
apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air
baku melebihi kemampuan natural recharge, maka harus
dilakukan pengisian air tanah dengan air bersih (refill) sehingga

dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa
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